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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(KSAP)

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan/atau
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual saat pertama kali dapat menimbulkan
perbedaan penafsiran akan perlu tidaknya melakukan penyajian kembali laporan keuangan
mengingat adanya perubahan penerapan basis akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual ke
Basis Akrual.

Terhadap praktik di atas, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memandang
perlu untuk memberikan interpretasi sebagai penegasan atas perlu tidaknya penyajian
kembali laporan keuangan dengan menerbitkan suatu Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi
Kesalahan tanpa Kewaijiban Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;

2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa
Keuangan;

Dengan ini KSAP menetapkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi
Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Jakarta, Januari 2016

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak Ketua
Sonny Loho Sekretaris
Jan Hoesada Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid Anggota
Dwi Martani Anggota
Sumiyati Anggota
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INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
NOMOR 04
TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KOREKSI
KESALAHAN TANPA PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Referensi

o Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

e PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan

e PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

¢ PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan

o PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap

s PSAP 09 : Akuntansi Kewaijiban

e PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan

e PSAP 12: Laporan Operasional

Latar Belakang

01. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mengatur mengenai penyajian
kembali laporan keuangan. Kewajiban penyajian kembali laporan keuangan diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau /International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS), sehingga menimbulkan penafsiran bahwa penyajian kembali
tersebut juga diperlukan dalam rangka penerapan SAP Berbasis Akrual sesuai Lampiran |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Penafsiran ini didasarkan pada prinsip diperlukannya perbandingan laporan
keuangan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.

02. Terdapat berbagai tafsir tentang koreksi kesalahan akuntansi akibat belum
diterapkannya akuntansi penyusutan aset tetap, akuntansi penyisihan piutang dan lain-lain,
sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005 dan Lampiran Il PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual untuk periode akuntansi 2005 - 2014.

Permasalahan

03. Penafsiran mengenai penyajian kembali laporan keuangan dapat berdampak
luas bagi proses pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), antara lain:
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1. Perubahan Undang-Undang (UU)/Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggung-
jawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD.
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD setiap tahun ditetapkan dalam
UU/Perda. Apabila dilakukan penyajian kembali laporan keuangan, maka laporan
keuangan yang menjadi dasar penetapan UU/Perda dimaksud akan berubah dan
memerlukan pengesahan kembali.

2. Pemeriksaan (Audit) ulang.
Laporan keuangan pemerintah setiap periode diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan atau auditor eksternal pemerintah. Apabila dilakukan penyajian kembali
laporan keuangan, maka diperlukan pemeriksaan ulang atas unsur-unsur laporan

keuangan yang berubah.

INTERPRETASI

04. Entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis
Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar
dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015.

05. Perubahan dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 terhadap Laporan
Keuangan Tahun 2014 bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi pada umumnya,
namun lebih mendasar karena merupakan perubahan basis standar akuntansi. Penerapan
SAP Berbasis Akrual (sesuai Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010) untuk tahun buku yang
dimulai pada 1 Januari 2015 menyebabkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (sesuai
Lampiran |l PP Nomor Tahun 2010) tidak berlaku lagi. Dengan demikian, kedua laporan
keuangan (Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan Laporan Keuangan per 31
Desember 2015) disajikan sesuai dengan basis standar akuntansinya masing-masing.

06. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai
akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang
berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

07. Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan
keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam

rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

TANGGAL EFEKTIF
08. IPSAP ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan periode yang dimulai
pada dan setelah tanggal 1 Januari 2015.
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